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Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawal pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan
tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai
Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 69/PUU-XI11/2015, dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X111/2015. Dengan
menggunakan metode yuridis normatif, penulis dalam tulisan skripsi ini mengacu pada aturan-aturan hukum
yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Bahwa hal tersebut dimungkinkan atau tidak
untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan akibat perjanjian
tersebut bagi pihak ketiga. Dalam kesimpulannya, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitus atas
Pengujian Undang-Undang No. 69/PUU-X111/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat
dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung, tetap memerlukan suatu peraturan
pelaksana dan pengaturan khusus untuk Notaris terkait dengan mekanisme hukum pembuatan perjanjian
perkawinan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga agar tidak dirugikan atas
pembentukan perjanjian perkawinan.

<hr><i>Prenuptial Agreement based on Article 29 Law Number 1 of 1974 can be made during the marriage
period or before the marriage take place that will be legalized by the officer of marriage registration. The
content of the prenuptial agreement apply to the third party aslong as the third party isinvolved. This Final
Assignment discuss the Court Decision No. 381 Pdt. P 2015 PN. Tng, which in it rsquo s consideration
legalized the prenuptial agreement, where agreement is made after the marriage is legalized before
Constitutional Court Decision Number 69 PUU X111 2015, and after Constitutional Court Decision Number
69 PUU XII1 2015. By using Normative Jurisdiction Method, the writer in thisfinal assignment strictly
follow to the existing rules of law to then be able to answer whether is it possible or not to make the
prenuptial agreement after the marriage is being legalized and what are the consequences for the third party.
In conclusion eventhough there rsquo s a constitutional court decision on Judicial Review No. 69 PUU X111
2015 which stated that the prenuptial agreement can be made before the marriage take place or during the
marriage period, still needs of alegal guidelines for the related field Notary which involve law mechanism
for the creation of a prenuptial agreement that will provide more legal protection for the third party in order
not to the harmed due the creation of the Prenuptial Agreement.</i>
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